SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

BUMD wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;

b. bahwa sesuai Surat Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor B-PK.02.09/68/2017 tanggal 23 November
2017 Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif 14 urusan
Pemerintahan Daerah Kalimantan Tengah telah dinilai dan
diteliti serta disetujui oleh pejabat Arsip Nasional Republik

Indonesia;

Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1622);

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, yang menyatakan Lembaga negara,
pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Pertanian;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Perdagangan;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 661);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Penanaman Modal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 662);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Perindustrian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 664);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 666);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidkan dan Kebudayaan;
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Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Perencanaan dan Pembangunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1682);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 172);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2015 tentang Urusan Kesehatan Peraturan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 875),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Retensi
Arsip Urusan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 322);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 551);

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 48 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip
Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI
ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.



(1)

(2)

(3)

(4)

-4 -

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
tehnologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib
dilakukan terhadap suatu jenis arsip substantif.

Jadwal Retensi Arsip, yang selanjutnya disingkat JRA,
adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu
penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang
berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip
dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip.

JRA Substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu
penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang
dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap
pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip
pada Unit Pengolah.

Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis
arsip pada Unit Kearsipan.

Pasal 2

JRA Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

JRA Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Jenis
arsip, retensi atau jangka waktu simpan dan keterangan.

Retensi atau jangka waktu simpan arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan batas minimal jangka
waktu penyimpanan arsip Substantif.

Retensi arsip atau jangka waktu simpan untuk arsip

Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan

untuk retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria

sebagai berikut:

a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk
kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan

b. Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk
kepentingan wunit kerja terkait dan kepentingan
Lembaga.

Pasal 3

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dipermanenkan atau
dinilai kembali ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

a.

b.

Keterangan Musnah ditetapkan apabila pada masa akhir
retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;
Keterangan Permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki
nilai Guna kesejarahan atau nilai guna sekunder; dan
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c. Keterangan Dinilai Kembali ditetapkan pada arsip yang
dianggap berpotensi menimbulkan sengketa hukum,
dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.

Pasal 4

Jenis Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah meliputi:

a. Urusan Pertanian;
b. Urusan Kelautan dan Perikanan;
c. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
d. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
e. Urusan Perencanaan dan Pembangunan;
f. Urusan Perpustakaan;
g. Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
h. Urusan Kesehatan;
i. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
j-  Urusan Kearsipan;
k. Urusan Penanaman Modal,
1.  Urusan Lingkungan Hidup;
m. Urusan Perdagangan; dan
n. Urusan Perindustrian
Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd
FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
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